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PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alsmat; Kompleks Perkovlaran Bumi Praja Laworo- Desa Wuna

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR: 503/421.1/ 127} 1X/2017

TENTANG
SURAT IZIN OPERASIONAL

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKEM} WAUMEA JAYA
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DESA LAWORO KECAMATAN TIKEP
KABUPATEN MUNA BARAT

Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat(PKEM) di Kabupaten Muna Barat maka dipandang periu dikeluarkan
Surat lzin Operasional Lembaga;

Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat{PKEM) yang telah mendapatkan

Surat lzin Operasional Lembaga terlebih dahulu dilakukan verfikasi secara teknis dan
administrasi sebagal persyaratan mutiak dalam mengeivarkan Surat 1zin Operasional
Lembaga;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b di atas maka Pusat
Kegiatan Belajar Masyarakat{PKBM) Waumba Jaya Desa Laworo Kecamatan Tikep
Habupaten Muna Barat telah memenuhi syarat teknis dan administrasi sehingga layak
mendapatkan Surat lzin Operasional.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Kepala BKPM Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknls

Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Propinsi/Kabupaten/Kota,
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tenang Pembentukan Daerah-Daerah
Tingkat || se-Sulawesi;

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kab. Muna Barat;
Undang-undang Nomaor 20 Tahun 2004 tentang Pemeriniah Daerah;

Undang-undang Memer 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan MNasional,
Peraturan Pamerintah Momor 72 Tahun 1891 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
Keputusan Difen PLS Nomor KEP-105/E/L/1891, tentang Pola Dasar Pembinaan dan
Pengembangan Kursus yang diselenggarakan Masyarakal;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun1992 tentang Tenaga Kependidikan;
Paraturan Pemerintah Momor 39 Tahun 1982 tentang Peran Serta Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1998 tentang Pembinaan
Kursus dan Pelatihan Kerja;

Keputusan Dirfen Diklusepora Nomor KEP-101/E/MS/ 1892 tanggal 25 Oklober 1383
tentang Slandarisasi Kursus,

Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 137 Tahun 2015 tengang Tugas Pokok dan
Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Muna Barat;
Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 161 Tahun 2015 tentang Pelimpahan
Kewenangan Bupali Muna Barat tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Muna Baral;



MEBRUTUSHAN

Menstapkan
KESATU Miemberikan lzin Operasional Kepada Penyelenggars Pandidikan Mondermal dan
iniormal Kepada:
1. Mama lembaga @ PHEM. WAUMBA JAYA
2. Jenis Fendidikan - PENDIDIKAN NONFORMAL OAM INFORMAL
3. Tipe e
4, Alamat r DESA LAWORD, KEC, TIHER, HAB. MUNA BARAT
5. Kelua LA SUT!, 8.Pd
KEDUA . izin Operasional Pusat Heglatan Belajar Masyarakat (PKEW) WAURBA JAYA
tersebut berlaku terhitung Tanggal 23 November 2017 sampai dengan Tanggal
#3 November 2018
KETIGA : Permegang lzin ini Wajib:
1. Menyelenggarakan Perdidikan Nonformai dan fnformal tersebul sedeinikian rupa
=ehingga dapat memenahi fungsi sosiainy2 leradap nasyarakat,
4 henaati Peraturen Perundang-undangan yang besiaku atau yang akan dilentukan
- kemudizn;
3. Menginmkan laporan berkala sesual dengan Reteniuan menurut modsl yang
ditentukan
4 Mengajuksn Parmononsn Perpanjangan fzin Salambai-ambatnya 30 (Toa Pului)
hari sebeium masa barlakuy izin berakhir.
KEEMPAT ! Keputusan ini berlaky sefal tanggal ditetapien dangan ketentuan apabila difemudian

hari lerdapat kekeliruan maka akan diadaken perbaikan sebagaimana mestinya,

Diletapkan i1 Laworo
Fada &l : 23 Movember 2017

Ay, BURATE MUNA BARAT
‘l' WEDAL & TiMAL DEMARANARAN MGLAY
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Tembusan Yang Terhicimel

1. Bupsati Muna Barai di Laworg,

2. Kepala Oinas Pendidikan dan Kebudayasn Prov. Sultra di Kendari
3. PRER yang bersangratan

4. Arsip
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